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ABSTRAK : -

Bahwa untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan dampaknya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Bahwa untuk optimalisasi
penggunaan dan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa guna penanganan
kemiskinan ekstrem di kabupaten prioritas, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

Dasar Hukum Peraturanini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No.
4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 9 Tahun 2020
(LN Tahun 2020 No. 239, TLN No. 6570), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.
98), Perpres 113 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 266), Permenkeu RI 17/PMK.07/2021
(BN Tahun 2021 No. 149) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI
94/PMK.07/2021 (BN Tahun 2021 No. 825), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN
Tahun 2021 No. 1031).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas
lainnya. Dukungan pendanaan ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen)
dari alokasi DAU. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan dukungan pendanaan
sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan
Bencana paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Daerah menyediakan
dukungan pendanaan paling sedikit 8% (delapan persen). Hasil penyesuaian anggaran
dukungan pendanaan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Daerah dan
penanganan kemiskinan ekstrem. Pemotongan atas penyaluran DAU atau DBH per
daerah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pembantu
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa setelah menerima rekomendasi pemotongan DAU atau DBH per Daerah
dari Direktorat Jenderal Anggaran. Rekomendasi pemotongan DAU atau DBH per
Daerah disampaikan paling lambat tanggal 12 setiap bulannya. Berdasarkan
rekomendasi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan
Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU atau DBH dan penyetoran dana hasil



pemotongan DAU atau DBH per Daerah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan
paling sedikit memuat nama daerah, besaran DAU atau DBH yang dipotong, dan
periode pemotongan DAU atau DBH. Untuk mendukung penanggulangan kemiskinan
ekstrem pada Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas, diberikan tambahan BLT
Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan. Pendanaan
atas tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F ayat (1) bersumber
dari Dana Desa tahap Ill atau tahap Il untuk Desa berstatus Desa Mandiri di luar dari
kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan. Tambahan BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20F ayat (1) dibayarkan secara sekaligus paling lambat tanggal 3
Desember 2021. Pemerintah Desa dapat menyesuaikan dukungan pendanaan
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) sesuai dengan kebutuhan Desa dengan memperhatikan tingkat kasus
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)) setempat.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteriini mulai berlaku:

a. pemotongan terhadap penyaluran DBH tahun anggaran 2021 dapat dilakukan
dalam hal rekomendasi pemotongan penyaluran DAU atau DBH per Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (1) disampaikan sebelum Peraturan
Menteriini diundangkan; dan

b. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2021 yang telah
disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa atau masih dalam proses oleh bupati di kabupaten prioritas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m sebelum Peraturan Menteri ini
diundangkan, penyaluran Dana Desatahap Il dan tahaplllsertatahapll untuk Desa
berstatus Desa Mandiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteriini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 November 2021 dan diundangkan
pada tanggal 23 November 2021.

- Lampiran: halaman 19-20.



